
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 15 TAHUN 2008 
• • 

• TENT ANG 

• 

RINCIAN TUGAS PO KOK DAN FUNGSI SEKRET ARIAT DAE RAH KOT A 
DAN STAF AHLI KOTA MOJOKERTO 

• • . . 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, 
Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto, maka dipandang 
perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 
Daerah Kota Mojokerto dan Staf Ahli Kota Mojokerto dalam Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undanq- 
Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

•• 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kop Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahari Daerah Kota Mojokerto; 

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf 
Ahli Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

9. 

11 . 

10. 

Menetnpkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAt� 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN 
STAF AHLI KOTA MOJOKERTO 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto; 
5. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota 

Mojokerto; 
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota 

Mojokerto; 

• 

• 

7. 

8. 

9. 

Asisten Sekretaris Daerah Kota, adalah Asisten I dan II Sekretaris 
Daerah Kota Mojokerto; 
Asisten I Sekretaris Daerah Kota adalah Asisten Pemerintahan, 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota 
Mojokerto; 
Asisten II Sekretaris Daerah Kota adalah Asisten Administrasi 
Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto . 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

• 

Pasal2 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto terdiri 
atas: 

a. Asisten : 

1. Asisten Pemerintahan, Perekonomian & Pembangunan ; 

2. Asisten Administrasi Umum. 

b. Bagian : 

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umun, ; 

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ; 

3. Bagian Administrasi Perekonomian ; 

4. Bagian Administrasi Pembangunan ; 

5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan ; 

6. Bagian Organisasi dan Tatalaksana ; 

7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ; 

8. Bagian Umum. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota melalui 
Asisten ; 

(3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

BAB Ill 

• 

ASISTEN PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN 

Pasal 3 

• 

(1) Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana- 
an pembangunan, perekonornian dan kesejahteraan serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya ; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Asisten 
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 
fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan 
• administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan 

kesejahteraan; 

b. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan 
petunjuk teknis serta rnemantau penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan 
kesejahteraan; 

c. Penyelenggaraan, 
pemerintahan, 
kesejahteraan. 

pembinaan, pelaksanaan administrasi 
pembangunan, perekonomian dan 

• 

Pasal4 

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas : 

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 

b. Bagian Adrnlnistrasi Kesejahteraan Rakyat ; 

c. Bagian Administrasi Perekonornian; 

d. Bagian Administrasi Pembangunan. 
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Bagian Pertama 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

Pasal 5 

,, 

• 

• 

• 

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas 
menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan 
petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pemerintahan 
umum, pengernbangan kapasitas daerah dan pembinaan wilayah 
dan hubungan antar lembaga, serta melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data 
serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan 
wilayah dan hubungan antar lembaga; 

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis pembinaan dan pemngembangan 
kapasitas daerah; 

c. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum dan 
pertanahan; 

d. Pengumpulan bahan pembinaan, koordinasi dengan instansi 
terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan 
perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan 
prasarana fisik pemerintahan umum dan kelurahan; 

e. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan di bidang kerjasama antar daerah serta 
pihak lain. 

Pasal6 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas : 

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ; 

b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah ; 

c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Hubungan antar Lembaga . 
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Pasal 7 

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan umum meliputi bidang perlindungan masyarakat, 
keamanan dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, 
penanggulangan bencana, agraria dan tugas pembantuan; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan umum; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum; 

d. Menginventarisasi permasalahan sehari-hari yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan umum; 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non 
pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah, masalah ganti 
kerugian dan santunan · tanah untuk pembangunan serta 
pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi, monitoring dan 
pelaporan penataan daerah dan kegiatan tugas pembantuan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

PasalS 

Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai tugas : 

a. Menghimpun, menganalisa dan mensistimatisasikan data dan 
bahan laporan pengembangan kapasitas daerah; 

b. Menyiapkan bahan dan pertimbangan penyelenggaraan 
kerjasama antar daerah serta pihak ketiga; 

c. Menyiapkan bahan dan data proses penyelenggaraan otonomi 
daerah dan evaluasi pelaksanaannya serta pembinaan 
penyerahan urusan dan pelaksanaan tugas pembantuan di 
daerah; 

d. Menyiapkan bahan rencana pengembangan daerah, batas kota 
dan kecamatan serta kelurahan berdasarkan kebutuhan: 

e. Menyiapkan bahan pertimbangan mengenai pembentukan, 
penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, 
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kecamatan dan kelurahan serta penyelesaian perselisihan antar 
daerah dan evaluasi hasil penyelesaiannya; 
Menyiapkan dan pengolahan data bahan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD); 
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 9 

' 

• 

Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Hubungan antar Lembaga 
mernpunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 
kelurahan; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk peningkatan dan 
evaluasi kinerja perangkat kecamatan dan kelurahan serta 
menginventarisasi semua permasalahan dan upaya penyelesaian 
masalahnya; 

c. Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Walikota/Wakil Walikota 
pemilu legislatif dan pemilu Presiden; 

d. Menyiapkan pelaksanaan pedoman laporan keterangan 
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 

e. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi serta 
hubungan antar lembaga di kota; 

f. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan perencanaan, 
pengawasan dan pengendalian kependudukan serta 
pengembangan kualitas penduduk dan penataan penyebaran 
penduduk; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oloh Kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan Urnum sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

Bagian Kedua 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 10 

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, agama, keluarga 
berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, pemberdayaan 
perempuan dan memantau pemberian bantuan dalam kegiatan 
pelayanan sosial serta melaksanakan tugas Jain yang diberikan 
oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan keagamaan, keluarga 
berencana dan pendidikan; 

c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan kegiatan pemuda, olah raga, 
dan pemberdayaan perempuan; 

d. Pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang 
pelayanan dan bantuan sosial. 

Pasal 11 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri alas : 

a. Sub Bagian Kesejahteraan; 

b. Sub Bagian Agama, Keluarga Berencana dan Pendidikan; 

c. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan. 

Pasal 12 

Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk tekrus serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan, 
kesehatan, sosial dan tenaga kerja; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data 
informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan, kesehatan, 
sosial dan tenaga kerja; 

.c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang kesejahteraan, kesehatan, sosial dan 
tenaga kerja; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang kesejahteraan, kesehatan, sosial dan tenaga 
kerja dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukuan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas ; 
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f. Memantau pelaksanaan bantuan kepada Sadan Sosial dan 
korban bencana alam bersama lnstansi terkait agar pelaksanaan 
secara tepat dan cepat sesuai sasaran; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan di 
bidang kesejahteraan, kesehatan, sosial dan tenaga kerja; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan usaha-usaha 
untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan kebersihan 
masyarakat; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 13 

Sub Bagian Agama, Keluarga Berencana dan Pendidikan rnempunyai 
tugas: 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan agama, keluarga 
berencana, pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang agama, keluarga 
berencana dan pendidikan; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang agama, keluarga berencana dan 
pendidikan; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang agama, keluarga berencana, 
pendidikan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengembangan sarana peribadatan dan 
pendidikan agama serta lembaga-lembaga keagamaan; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
tentang tata cara pembinaan dan pengembangan agama serta 
peningkatan kehidupan dan kerukunan beragama; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan 
dakwah-dakwah agama serta kegiatan keagamaan lainnya; 

f. 
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Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pelaksanaan ibadah haji; 

j. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan 
ibadah haji di bidang perjalanan, asrama dan urusan lain-lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan usaha- 
usaha dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan ibadah 
haji; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 14 

Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan 
mempunyai tuqas: 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan pemuda, olah raga, 
pemberdayaan perempuan dan masyarakat; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpin dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang pemuda, olah raga, 
pemberdayaan perempuan dan masyarakat; 

c. Memyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang pemuda, olah raga, pemberdayaan 
perempuan dan masyarakat; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan 
masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dalam rangka usaha 
pembinaan kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan 
dan masyarakat; 

g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk 
pembinaan dan pengen1bangan kegiatan kepemudaaan, sarana 
serta lembaga keolahragaan ; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

• 

i . 
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Bagian Ketiga 

Bagian Administrasi Perekonomian 

Pasal 15 
• 

(1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan 
pengendalian perkembangan di bidang sarana perekonomian, 
perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan 
pangan, pertambangan dan energi serta melaksanakan tugas lain 
yang c'Iberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan sarana perekonomian; 

b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan perindustrian, perdagangan, 
dan badan usaha daerah; 

c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan kelestarian lingkungan hidup 
dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral; 

d. Penqurnpulan bahan pembinaan dan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam penyelenggaraan ketersediaan 
pangan di masyarakat. 

Pasal 16 

Bagian Administrasi Perekonomian terdiri atas : 

a. Sub Bagian Sarana Perekonomian ; 

b. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral; 
c. Sub Bagian Ketahanan Pangan. 

Pasal 17 

Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lain yang berhubungan dengan sarana perekonomian yang 
meliputi koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan badan 
usaha daerah; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
insormasi yang berhubungan dengan sarana perekonomian; 
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c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang sarana perekonomian; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan sarana perekonornian dan menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang sarana 
perekonomian; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan usaha-usaha peningkatan bidang sarana 
perekonomian: 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan · bidang 
tugasnya. 

Pasal 18 

Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral 
mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, 
pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, 
perikanan, pertambangan dan energi; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup, 
pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, 
perikanan, pertambanqan dan energi; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, pertanian, 
peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, 
pertambangan dan energi; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang lingkungan hidup, pertanian, 
peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, 
pertambangan dan energi dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

• 
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f. Memantau pelaksanaan kegiatan melalui kunjungan ke lapanqan 
agar diperoleh data yang benar; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 19 

Sub Bagian Ketahanan Pangan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebllaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang ketahanan 
pangan; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan ketersediaan, distribusi, 
pengawasan mutu dan keamanan pangan serta penganeka- 
ragaman pangan masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang ketersediaan, distribusi, pengawasan 
mutu dan keamanan pangan serta penqanekaraqaman pangan 
masyarakat; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang ketersediaan, distribusi, pengawasan mutu 
dan keamanan pangan serta penganekaragaman pangan 
masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan 
tugas; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan usaha-usaha perbaikan mutu dan pola konsumsi 
pangan masyarakat; 

g. Melakukan usaha-usaha pemantauan dan pengawasan 
kewaspadaan pangan. mutu dan keamanan pangan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang 
tugasnya. 



•• 
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Bagian Keempat 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 20 

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan 
pengendalian perkembangan di bidang perencanaan pembangu- 
nan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, 
pekerjaan umum, budaya dan pariwisata serta melaksanakan 
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyetenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan peningkatan sarana perhubungan dan 
pekerjaan umum; 

b. Pelaksanaan, pengumpulan bahan dan menganalisa data 
seita memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan 
budaya dan pariwisata; 

c. Pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan kegiatan perencanaa pembangunan, 
penelitian dan pengembangan, statistik serta penanaman 
modal; 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait 
seuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 21 

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas : 

a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Statistik; 
b. Sub Baqian Perhubunqan, Budaya dan Pariwisata; 
c. Sub Bagian Pekerjaan Umum. 

Pasal 22 

Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Statistik mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan poetunjuk teknis serta 
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan 
pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan 
penanaman modal; 
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b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan 
pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan 
penanaman modal; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang perencanaan pembangunan. statistik, 
penelitian pengembangan dan penanaman modal; 

d. Menginventarisasi permaslahan-permaslahan yang berhubungan 
dengan bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian 
pengembangan dan penanaman modal serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemechan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
koordinasi perencanaan pembangunan, statistik, penelitian 
pengembangan dan penanaman modal; 

g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi 
perencanaan pembangunan, statistik, penelitian pengembangan 
dan penanaman modal; 

bidang perencanaan 
pengembangan dan 

h. Menyiapkan bahan rekomendasi di 
pembangunan, statistik, penelitian 
penanaman modal; 

i. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pslaksanaan 
program pembangunan Kota; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 23 

' 

Sub Bagian Perhubungan, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang peningkatan 
sarana prasarana perhubungan, pengembangan budaya dan 
kepariwisataan; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang peningkatan sarana 
prasarana perhubungan, pengembangan budaya dan 
kepariwisataan; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang peningkatan sarana prasarana 
perhubungan, pengembangan budaya dan kepariwisataan; 

' 



, 
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d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang peningkatan sarana prasarana 
perhubungan, pengembangan budaya dan kepariwisafaan; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang peningkatan 
sarana prasarana perhubungan, pengembangan budaya dan 
kepariwisataan; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan usaha-usaha peningkatan dalam bidang 
peningkatan sarana prasarana perhubungan, pengembangan 
budaya dan kepariwisataan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian PPmh:ingunan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal24 

Sub Bagian Pekerjaan Umum mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 
um urn; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan 
petunjuk teknis dibidang pekerjaan umum; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang pekerjaan umum dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait seuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data yang berkaitan den 
gan pekerjaan umum; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan usaha-usaha peningkatan saran prasarana di 
bidang pekerjaan umum; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

• 
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BAB IV 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Pasal25 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perurnusan 
rancanqan peraturan perundang-undangan, penyelesaian 
masalah hukum, organisasi dan tatalaksana, sumber daya 
manusia aparatur, keuangan, pendapatan, humas, perlengkapan 
dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan 

, 

perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, 
penyelesaian masalah hukum, organisasi dan tatalaksana, 
sumber daya manusia aparatur, keuangan, pendapatan, 
humas, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan 
serta urusan umum; 

b. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan 
petunjuk teknis serta meantau penyelenggaraan perumusan 
rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian 
masalah hukum, organisasi dan tatalaksana, sumber daya 
manusia aparatur, keuangan, pendapatan, humas, 
perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta 
urusan umum; 

c. Penyelenggaraan, pembinaan, pelaksanaan perumusan 
rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian 
masalah hukum, organisasi dan tatalaksana, sumber daya 
manusia aparatur, keuangan, pendapatan, humas, 
perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta 
urusan umum. 

Pasal 26 

Asisten Administrasi Umum terdiri atas: 

a. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan ; 

b. Bagian Organisasi Tatalaksana ; 

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ; 

d. Bagian Umum. 

• 
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Bagian Pertama 

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

Pasal27 

(1) Bagian Hukum dan Perunciang-Unciangan mempunyai tugas 
melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang- 
unciangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, 
mempublikasikan dan menciokumentasikan produk hukum serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang ciiberikan oleh Sekretaris 
Daerah Kota sesuai ciengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk rnelaksankan tugas sebagaimana ciimaksud pada ayat (1 ), 
Bagian Hukum dan Perundang-Unciangan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan meneliti perumusan Peraturan 
Perunciang-unciangan; 

b. Pe: laksanaan kegiatan menelaah dan mengevaluasi 
pelaksanaan Peraturan Perunciang-unciangan; 

c. Penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Perunciang-unciangan lainnya; 

d. Pelaksanaan kegiatan menghimpun Peraturan Perunciang- 
unciangan, melakukan publikasi dan ciokumentasi produk 
hukum; 

e. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemebrian bantuan 
hukum kepada semua unsur Pemerintah Kota atas masalah 
hukum yang timbul dalarn pelaksanaan tugas; 

• 

f. Pengelolaan dan pengamanan perpustakaan sekretariat. 

Pasal28 

• 

• 

Bagian Hukum dan Perunciang-Unciangan terciiri atas: 

a. Sub Bagian Penyusunan Prociuk Hukum; 

b. Sub Bagian Administrasi can Dokumentasi Hukurn; 
c. Sub Bagian Bantuan Hukum. 

Pasal 29 

• 

• 

Sub Bagian Penyusunan Prociuk Hukum mempunyai tugas: 
a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perunciang-unciangan, 

kebijaksanaan teknis, pecioman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan produk 
hukum; 
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b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan produk hukum; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis dalam penyusunan produk hukum: 

d. Mengir.ventarisasi permaslahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan penyusunan produk hukum dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Menyiapkan Rancangan Prociuk Hukum yang terdiri dari 
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, 
Keputusan Walikota, Keputusan Bersama, dan lntruksi Walikota; 

f. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan Prociuk 
Hukum; 

/ 

• 

. 
g. Mempelajari pedoman dan petunjuk dibidang penelitian, 

pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan; 

h. Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang- 
undangan; 

i. Melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan produk- 
produk hukum; 

' • J . Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Hukum dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 30 

• 

. 
Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas: 
a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang dokumentasi 
hukum; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang dokumentasi hukum; 

• 

yang 
dan 

d . Menginventarisasi permasalahan-permasalahan 
berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

• 
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f. Melakukan pencatatan termasuk statistik dan kartotik di bidang 
Peraturan Perundang-undangan; 

g. Melakukan fj>;�,[!_Y,J.[]P.�!;\g,aJi,.i pemeliharaan dan pengambilan 
bahan-bahan ·aokumentasi hukum; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 

i. Menyiapkan bahan dalam rangka mengundanglcan Peraturan 
Daerah dalam Lembaran Daerah; 

j. Mengumpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk 
hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Kola; 

k. Menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan; 

I. Menyiapkan bahan dalam rangka menyebarkan segala peraturan 
perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Kola; 

m. Melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 31 '.) , ,·" -- - 

, 

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas : 

a. Mengimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan, 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum; 

b. Mencari, mengurnpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang bantuan hukum; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi sesuai dengan 
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang 
berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata; 

g. Menyiapkan bahan konsultasi dengan lnstansi lain dalam rangka 
penyelesaian sengketa pidana/perdata; 
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h. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa 
dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada 
Pemerintah Kata dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kata 
yang tersanqkut perkara dalam kedinasan; 

· i. Memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan 
kepada Pemerintah Kata dan pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kata yang tersangkut perkara kedinasan; 

j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan 
Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas 
Pemerintah Kata; 

k. Menyiapkan kansep Surat Kuasa untuk mewakili Pemerintah Kata 
atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kata dalam 
menyelesaikan perkara; 

I. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas 
Pemerintah Kata; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Hukurn dan Perundang-undangan dengan bidang 
tugasnya. 

Bagian Kedua 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

Pasal 32 

(1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan pedaman dan petunjuk teknis 
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa dan farmasi 
jabatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh 
Sekretaris Daerah Kata sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan 
kelembagaan; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teeknis 
pembakuan tata kerja dan prosedur kerja; 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan analisis jabatan dan farmasi jabatan; 

d. Pengelalaan administrasi kepegawaian dan penyeleng- 
garaan pernbtnaan aparatur di lingkungan S�kretariat 
Daerah Kata. 

• 
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Pasal 33 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas: 

a. Sub Bagian Kelembagaan ; 

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ; 

c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja. 

Pasal 34 

Sub Bagian Kelembagaan menipunyai tugas : 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengalah data serta 
infarmasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan; 

b. Menylapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedaman dan 
petunjuk teknis di bidang kelembagaan; 

c. Menginventarisasi permaslahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang kelembagaan dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

d. Melakukan koordlnasl dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

e. Menyiapkan penyusunan pedaman dan petunjuk teknis 
pembinaan kelembagaan kata; 

f. Meneliti dan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan 
penghapusan Organisasi Perangkat Daerah; 

g. Menyiapkan bahan pengesahan Peraturan Daerah Kata di bidang 
kelernbaqaan dan ketatalaksanaan; 

• • orqarusasr h. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan 
dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Kata; 

i. Menyiapkan bahan pedaman dan petunjuk teknis penyusunan 
dan penataan arganisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kata 
seuasi dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan aleh Kepala 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal35 

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas: 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengalah data serta 
infarmasi yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan; 
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b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan; 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

d. 

e. 

f. 

g. 

Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, 
petunjuk dan pedoman kerja dan bahan-bahan lainnya di bidang 
tata kerja dan prosedur kerja, sistem kerja dan metode kerja; 

Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi 
tentang pengembangan prosedur dan sistem kerja; 

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja; 

Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka 
• 

, • 

penyusunan standarisasi perlengkapan yang meliputi rurnah 
dinas, kendaraan dinas, peralatan kantor, sarana kerja, tata 
ruang, formulir pembiayaan, penyederhanaan kerja, efisiensi dan 
efektivitas kerja, pengukuran kerja dan lain-lain; 

. h. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa administrasi 
pengawasan melekat dan standar pelayanan minimal; 

i. Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan pengawasan 
melekat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

• 
• 

Pasal 36 

Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pengembangan Kinerja mempunyai 
tugas: 

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan 
pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan serta 
pengembangan kinerja; 

b. Melakukan evalusi hasil analisis dan formasi jabatan di 
lingkungan Pemerintah Kata; 

c. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi 
jabatan; 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang analisis dan formasi jabatan dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
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e. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan 
pegawai dan memproses pemberian penghargaan dan tanda jasa 
bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 

f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan 
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan 
penqernbancan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 

g. Melaksanakan dan mengolah mutasi dan administrasi 
kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota; 

h. Melakukan koordlnasl dengan Unit Kerja/lnstansi terkait sesuai 
dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Bagian Ketiga 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

Pasal37 

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas 
melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa 
informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan 
perekaman, penyajian data, dan mengatur keprotokoleran 
kegiatan pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh sekretariat daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai 
fungsi: 

a. Pengumpulan bahan dan menganalisa informasi untuk 
bahan kebijakan pimpinan pemerintah Kota; 

b. Pelaksanaan perekaman, penyajian data dan dokumentasi 
kegiatan-kegiatan pemerintah Kota; 

c. Pelaksanaan pemberitahuan baik melalui media cetak 
maupun media elektronik guna memperjetas kebijakan 
pimpinan pemerintah Kota serta mendistribusikan bahan- 
bahan penerbitan; 

d. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan Pemerintah Kota 
yang membutuhkan pengaturan keprotokoleran; 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/lnstansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
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• 

Pasal 38 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas: 

a. Sub Bagian Pemberitaan ; 

b. Sub Bagian Pelayanan lnformasi ; 

c. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi. 

Pasal39 • 

• 

• 

Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas: 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubunqan dengan bidang pemberitaan; 

b. Menyiapkan bahan penuyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang pemberitaan; 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang pemberitaan dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

d. Menyiapkan bahan-bahan petunjuk dibidang penerangan dan 
pemberitaan; 

e. Mrnyiapkan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui 
media detak maupun elektronik; 

f. Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau · 
penjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa atau 
surat-surat dari masyarakat; 

g. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan 
penerbitan buletin karyawan sebagai media penerangan intern; 

h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembuatan film 
penerangan, pementasan sandiwara penerangan melalui media 
elektronik; 

rencana pembuatan folder, 
menyelenggarakan papan 

• I . Menyiapkan bahan penyusunan 
booklet dan brosur serta 
pengumuman; 

j. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan 
keterangan pers atau konperensi pers; 

k. Menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah 
Daerah dengan mengundang pers; 

I. Mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers Pimpinan Pemerintah 
Daerah. 
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Pasal40 

Sub Bagian Pelayanan lnformasi mempunyai tugas: 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpu11 dan mengolah data serta 
informasi yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang pelayanan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

c. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan 
program pengelolaan informasi; 

d. Mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari 
masyarakat, organisasi non pemerintah dan perusahaan; 

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja/lnstansi 
terkait, lembaga/organisasi kewartawanan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk yang 
memerlukan informasi; 

g. Membantu tugas Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol 
sebagai juru bicara pemerin!ahan Kota sesuai dengan petunjuk 
Walikota; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Hurnas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal41 

Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi mempunyai tugas: 
a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta 

informasi yang berhubungan dengan bidang protokol dan · 
dokumentasi; 

• 

b. Menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang protokol dan dokumentasi serta menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara dan 
kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat 
protokoler; 

• 

, 

d. Menyiapkan upacara dan mengatur keprotokolannya serta 
melakukan kerjasama dengan lnstansi lain di bidang keprotokolan 
persiapan pelantikan; 

e. Melaksanakan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi 
dan audio visual; 

• 
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has ii 
oleh 

untuk peningkatan 
yang dilaksanakan 

Melaksananakan usaha-usaha 
dokumentasi kegiatan-kegiatan 
pemerintah maupun masyarakat; 

g. Menghimpun dan mendokumentasika11 naskah pidato Walikota; 

f. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keernpat 

Bagian Umum 

Pasal42 

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, sandi dan 
telekomunikasi, perjalanan dinas, serta melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 
(1) Bagian Umum mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Kota; 
. 

b. Pelaksanaan penatausahaan kegiatan pimpinan dan umum, 
pengendalian dan pembinaan kearsipan Sekretariat Daerah 
Kota; 

c. Pelaksanaan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan 
telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunlkasf 
pembinaan dan pemeliharaan alat sandi dan telekomunikasi 
serta pengamanan terhadap informasi sandi dan 
telekomunikasi; 

Pasal 43 

• 

Bagian Umum terdiri atas: 

a. Sub Bagian Tata Usaha ; 

b. Sub Bagian Rumah Tangga ; 

c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi . 

Pasa144 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
• 

a. Menerima rnencatat dan menyampaikan naskah dinas pimpinan ; 
b. Menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan 

menyampaikan kepada unit kerja yang dituju ; 
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c. Mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani 
oleh pimpinan ; 

d. Menyiapkan dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-buku, 
dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan ; 

e. Memberikan pelayanan keperluan ruangan pimpinan serta 
menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oteh pimpinan ; 

f. Menyiapkan dan mengatur perjalanan dinas untuk tugas-tugas 
pimpinan di lingkungan Sekretariat ; 

g. Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang kepertuan 
kantor dan pegawai di lingkungan Sekretariat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku ; 

h. Metaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oteh Kepala 
Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 45 

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas: 

a. Mencari, mengumputkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang rumah tangga; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang rumah tangga; 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang rumah tangga serta menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

d. Menyiapkan tempat/ruangan dan akomodasi untuk rapat, 
upacara dan pertemuan dinas maupun penerimaan tamu-tamu 
daerah; 

e. Mengurus keperluan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan 
Sekretaris Daerah Kola; 

f. Melakukan pengamanan, pemeliharaan kebersihan dan 
keindahan Kantor serta rumah dinas pimpinan; 

g. Melakukan pengaturan alas penggunaan dan pemeliharaan ala! 
dan perlengkapan kantor serta kendaraan dinas; 

, h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

• 
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Pasal 46 

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas: 

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data 
serta informasi yang berhubungtan dengan bidang sandi dan 
telekomunikasi; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis di bidang sandi dan telekomunikasi; 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubu- 
ngan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan 
jaringan telekomunikasi Pemerintah Kota; 

e. Melakukan pencatatan segala kegiatan persandian dan 
telekomunikasi; 

f. Membantu usaha-usaha pembinaan dan peningkatan 
kemampuan personil, sarta kesejahteraan personil sandi dan 
telekomunikasi; 

g. Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan 
informasi personil dan materiil sandi dan telekorr1unikasi; 

h. Memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat-alat 
sandi serta mengembangkan sistem alat-alat sandi; 

i. Mengamankan operasi dan keamanan pesawat di seluruh 
jaringan telekomunikasi Pemerintah Kota; 

j. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat 
telex atau mesin sandi; 

k. Mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas 
operator radio komunikasi dan telex selama 24 jam; 

I. Melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram, baik 
yang diterima maupun dikirim dari Propinsi dan Pusat; 

Membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia 
yang akan dikirim melalui hubungan persandian, untuk 
selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi; 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

m. 



' 

30 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 47 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional rriempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat Daerah Kota sesuai dengan keahlian 
dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku 
ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanqqunq jawab 
kepada Kepala Sekretariat Daerah Kota ; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 
Tenaga Fungsional Senior; 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada ; 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 

STAF AHLI 

Pasal 48 

(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu 
Walikota dengan memberikan telaahan mengenai masalah 
Pemerintahan Daerah di bidang Hukum dan Politik; 

(2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu 
Walikota dengan memberikan telaahan mengenai masalah 
Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan; 

(3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu 
Walikota dengan memberikan telaahan mengenai masalah 
Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan; 

(4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 
mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan 
telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah di bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

• 
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(5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas 
membantu Walikota dengan memberikan telaahan mengenai 
masalah Pemerintahan Daerah di bidang Ekonomi dan 
Keuangan. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 49 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kota, Asisten 
Sekretaris Daerah Kota, Kepala Bagian dan Kepala sub Bagian 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal dan horisonlal; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekrelariat 
Daerah Kola bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta pelunjuk-pelunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretarial 
Daerah Kola mengikuli dan mernatuhl petunjuk-petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya dan 
menyampaikan laporan pada waktunya. 

Pasal50 

(1) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan dalam waktu 
lertentu, maka tugas-tugas Sekretaris Daerah Kota berada dalam 
koordinasi seorang Asisten Sekrelaris Daerah Kota yang ditunjuk 
oleh Walikata ; 

• (2) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah Kota berhalangan · dalam 
waktu tertentu, maka tugas Bagian-bagian berada dalam 
kaardinasi searang Kepala Bagian yang ditunjuk aleh Sekretaris 
Daerah Kata sesuai dengan pembidangan Asisten Sekretaris 
Daerah Kata ; 

(3) Atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas arganisasi, 
masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
Kola dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu 
kepada pejabal setingkal dibawahnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 



• 

32 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Hal-ha! yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 52 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kata Mojokerto. 

• 

Ditetapkan di Mojokerto 

• 

, 

• 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 1 September 2008 

O M.Si. 
tama Muda 

0 070 846 

pada tanggal 1 S e o t ember - 

I WR 

2008 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 1/D 
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